
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang 

Monitoring dan Evaluasi; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bidang Monitoring dan Evaluasi;  

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Monitoring 

dan Evaluasi; 

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 

hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengawasan dan 

evaluasi; 

f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 

hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengendalian 

informasi perbatasan; 

g. menyusun data dan informasi pelaksanaan pembangunan kawasan 

perbatasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab./Kota, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan 

perbatasan; 

i.   mengkaji dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan 

kawasan perbatasan; 

j.   mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang 

Monitoring dan Evaluasi;  

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Monitoring dan Evaluasi; 

dan 

l.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Pasal 352 

 

(1)  Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketujuh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pasal 353 

 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas membantu 

Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang 

kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara 

teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah. 

 

(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, untuk 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

mempunyai rincian tugas: 

a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

c. membina bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;    
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d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Sekretariat; 

f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang 

Ideologi, wawan kebangsaan dan karekter bangsa; 

g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang 

Politik Dalam Negeri;  

h. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang 

ketahanan ekonomi, social, budaya, agama dan organisasi 

kemasyarakatan; 

i.   merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas bidang 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; 

j.   merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

k. mengevaluasi tugas bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 

l.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

(4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas : 

a. Sekretariat; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

d. Bidang Politik Dalam Negeri; 

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan; 

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan  

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Paragraf 1 

Sekretariat 

Pasal 354 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam perencanaan, 

evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, umum dan 

perlengkapan. 

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program kerja perangkat daerah; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

sekretariat; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat; 

e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

Program dan Anggaran 

f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait 

keuangan; 



g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum 

dan kepegawaian; 

h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di 

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

i.   melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

j.   melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

k. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah 

tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

l.   mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi 

perangkat daerah; 

m. melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan. 

 

(3)   Sekretariat Badan terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

Pasal 355 

 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan 

persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, 

protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset, informasi dan 

dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, 

pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. 

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut; 

a. merencanakan kegiatan Sub bagian umum   dan   kepegawaian; 

b. membagi tugas kepada bawahan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian 

umum   dan   kepegawaian; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum   dan   

kepegawaian;  

e. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang umum dan 

kepegawaian; 

f. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, 

pengelolaan  dan  pelayanan  sistem  informasi,  keprotokolan  serta 

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan; 

g. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,        

pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta 

pendayagunaan barang daerah lingkup Badan; 

h. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan 

kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai 

Badan; 

i.   melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan 

kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai 

Badan; 

j.   melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian umum 

dan Kepegawaian; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 



Paragraf 2 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Pasal 356 

 

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di 

bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai 

rincian tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

e. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika 

dan sejarah kebangsaan; 

f. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal 

ika dan sejarah kebangsaan; 

g. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaaan, bhineka tunggal 

ika dan sejarah kebangsaan; 

h. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaaan, bhineka tunggal ika 

dan sejarah kebangsaan; 

i.   pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 

j.   mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

k.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan 

l.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Paragraf 3 

Bidang Politik Dalam Negeri 

Pasal 357 

 

(1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan parta politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah serta pemantauan situasi politik. 

 



(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Politik Dalam 

Negeri; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Politik 

Dalam Negeri; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Politik Dalam Negeri; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Politik Dalam 

Negeri; 

e. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan 

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan parta 

politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta 

pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; 

f. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, 

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, [erwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; 

g. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta 

pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; 

h. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta 

pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; 

i.   melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik 

di wilayah provinsi;  

j.   mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Politik 

Dalam Negeri; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Politik Dalam 

Negeri; dan 

l.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

  

Paragraf 4 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan. 

Pasal 358 

 

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. 

 



(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; 

e. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 

ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; 

f. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, 

sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran 

ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; 

g. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; 

h. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; 

i.   melaksanakan monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; 

j.   mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; 

k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan 

l.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Paragraf 5 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

Pasal 359 

 

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di 

bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 

kerja asing, Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 

provinsi. 



 

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai rincian 

tugas : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik; 

e. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; 

f. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 

provinsi; 

g. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; 

h. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 

provinsi;  

m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik; 

n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakata 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

Pasal 360 

 

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas 

sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

 

 




